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 ABSTRAK 

 

Tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa tujuan yang hendak 

dicapai dari dispensasi nikah. Dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensai pada Pasal 

7 ayat (2) UU Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkannya batas minimal 

usia perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Tanpa rumusan yang jelas 

mengenai batasan-batasan dispensasi dapat diberikan, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dapat 

dijadikan celah untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, tanpa adanya alasan 

urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan yang 

merupakan tujuan dasar dari konsep dispensasi. Di samping itu juga perlu ditekankan pada 

kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan. Penyusun 

juga mengkaji ulang dan mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian 

yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul berupa pengumpulan 

data penetapan dispensasi nikah serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan 

Agama Bantul untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang 

dirumuskan, yaitu dasar hukum pertimbangan serta tolak ukur Hakim dalam menetapkan 

dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin di Bantul dan tinjauan hukum Islam 

mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. 

Yuridis yaitu sebuah cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-

norma hukum baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sedangkan normatif 

adalah cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma 

agama. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan data kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menetapkan 

pemberian dispensasi nikah ialah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

terkait dengan kriteria khusus yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan 

dispensasi Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun Majelis hakim berharap 

nantinya ada perubahan pada butir-butir pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan khususnya dalam hal dispensasi nikah supaya memudahkan wewenang hakim 

dalam menetapkan perkara tersebut. Hakim dalam memberikan putusan mengenai 

permohonan dispensasi nikah berlandaskan atas apa yang telah tercantum dalam perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu para hakim juga melihat kondisi dari 

pemohon. Dengan kata lain, para hakim sangat memperhatikan aspek kemashlahatan dan ke 

madharatan bagi si pemohon. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 

 
I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 ا
 

 ة
 

 ت
 

 ث
 

 ج
 

 ح
 

 خ
 

 د
 

 ذ
 

 ر
 

 ز
 

 ش
 

 ش

 

 

 ص

 
Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Za’ 

Sin 

Syin 

 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 

 

ṡ 

j 

ḥ 

 

kh 

d 

 
ż 

r 

z 

s 

sy 

 

 
tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ض
 

 ط
 

 ظ
 

 ع
 

 غ
 

 ف
 

 ق
 

 ك
 

 ل
 

 م
 

 ن
 

 و
 

 ي
 

 ء
 

 ي

Sad 

Dad 

Ta’ 

Za 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

‘l 

‘m 

‘n 

w 

h 

’ 

Y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 
II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap   

 
 

دّدةـمتع  

عـدّة    

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta’addidah 

‘iddah 

 
III. Ta’marbutah di akhir kata 

 
a. Bila dimatikan ditulis h 
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 حكمة

 جسية

 

ditulis 
 

ditulis 

 

hikmah 
 

jizyah 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h 

 

 

 كرامةالاونيبء

 

Ditulis 

           

Karāmah al-auliya’ 

 

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t 

 

 انفطر زكبة

 

Ditulis 

           

Zakāh al-fitri 

 

IV. Vokal Pendek 

 

__  َ__ 

__  َ__ 

ُ____ 

 

 

fathah 

kasrah 

dammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 

 

 

V. Vokal Panjang 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 Fathah + alif                          جاهلية
 

 Fathah +  ya’ mati                   تنسى
 

 Kasrah + ya’ mati                    كريم
 

Dammah + wawu mati      فروض 

 

ditulis 
 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

                      
ā   jāhiliyyah 

 
ā  tansā 

 
ī  karīm 

 
ū   furūḍ 
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VI. Vokal Rangkap 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Fathah + ya mati 

 بينكم

 

Fathah + wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

 

au 

qaul 

 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 

 أأوتم

 دّ تـأع

 نئه شكرتم

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

‘u’iddat 

la’in syakartum 

 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el) 

 

 انقرا ن

 شانقيب 

Ditulis 

Ditulis 

 

Al-Qur’ān 

                       

Al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

 انسمبء

 انشمص

 

ditulis 

ditulis 

                        

as-Samā’ 

 

Asy-Syams 
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي انفروض

 أهم انسىة

 

ditulis 

 

ditulis 

 
Zawi al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 

 

 

“Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya 

maka ia yang malah akan menebasmu. Dan jika dirimu tidak 

tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan  

dalam hal yang sia-sia.” 

(Imam Asy - Syafi’i) 

 

What you do and what you gave, it something that you’ll get 

too 

(Serigala Malam Ykhc) 

 

Life For nothing Or Die For Something 

Die For Something.. 

Keep Your Hopes Up High, And Your Head Down Low 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Melalui pernikahan yang sah, suatu kehidupan rumah tangga dapat 

dibina dengan suasana aman, damai, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan 

tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah dimaksudkan untuk 

mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu 

pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhan 

biologisnya serta melalui pernikahan terbentuk keluarga yang berperan serta 

dalam regenerasi. Secara syari‟at Islam melalui perintah menikah ini pula 

Allah Subhanahu wa ta‟ala menunjukkan betapa besar kasih sayangnya 

kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah Subhanahu wa 

ta‟ala akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi 

syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan 

potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan 

menimbulkan berbagai kemudaratan. 

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seorang 

pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari 

keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang 

kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. 
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Firman Allah SWT: 

واحدة وخلق هٌها شوجها و بثّ هٌهوا زجالا يآ أيهّا الٌاض اتقّىا زبكّن الري خلقكن هي ًفط 

لىى به والأزحام إىّ الله كاى عليكن زقيبايسا و ًعاء واتقىا الله الري تعاءكث
1

 

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa 

ketentraman kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah Subhanahu wa 

ta‟ala 
2
. 

Dalam syari‟at Islam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara 

laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak 

perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak   ini   mensyaratkan   dari   

masing-masing   pasangan   serta perwujudan  hak-hak  dan  kewajiban-

kewajiban  bersama.  Seperti  yang  tercantum dalam  pasal  1  Undang-

undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  yang  berbunyi:  Perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan   membentuk keluarga, rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat 

                                                           
1
 An-Nisā‟ (4): 1. 

2
 Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu 

Fiqihh Jilid II, (Jakarta, 1985), hlm.49. 
 

3
 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, 

Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010), hlm.117. 
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melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia 

perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan 

idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan di 

bawah umur masih sering terjadi di kalangan masyarakat,  bahkan Undang-

undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah 

umur  sebagaimana tercantum  dalam Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa 

dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat. 

Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang 

bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur. 

Sebagai tujuan utama dari adanya pembatasan umur pernikahan adalah 

untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan
4
 dalam menjalani hidup rumah 

tangga. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut (Pasal 

7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yaitu 19 tahun bagi laki-laki 

dan 16 tahun bagi perempuan. 

Batas umur di Indonsia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering 

tidak dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang melangsungkan 

                                                           
4
 Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah 

matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur 

dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah 

adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan 

masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin 

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk 

kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu 

dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam 

keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh 

dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Depag RI, 2008). 
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pernikahan di atas batas umur terendah, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya bahwa ”untuk melangsungkan 

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun 

harus mendapat izin kedua orang tua”.
5
 

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara sepesifik membahas 

tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan 

isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur 

sebaiknya menyesuaikan dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, 

dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.
6
 

Dengan tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa 

tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi tersebut. Dengan rumusan yang ada 

sekarang, jelas dispensai pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan 

tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkanya batas minimal usia 

perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. 

Tanpa rumusan yang jelas mengenai batasan-batasan dispensasi dapat 

diberikan, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dapat dijadikan celah 

untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, tanpa 

adanya alasan urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari 

dipenuhinya suatu peraturan yang merupakan tujuan dasar dari konsep 

dispensasi. 

Selanjutnya seperti yang sudah digambarkan dengan deskripsi di atas, 

                                                           
5
 Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010), hlm.118. 

 
6
 Kamal Muchtar, Asas- Asas Hukum Islam   Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), hlm.44.
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penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab problematika yang disebabkan 

oleh pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi nikah. Dalam pelaksanaan dispensasi 

nikah prakteknya sudah sesuai prosedur administratif namun di dalamnya 

timbul persentase meningkatnya pernikahan dini melalui pengajuan dispensasi 

nikah.  Penelitian ini memilih di wilayah regional Kabupaten Bantul yakni 

Pengadilan Agama Bantul, karena banyaknya pengajuan permohonan 

dispensasi nikah yang terjadi di wilayah Bantul. 

B. Pokok Masalah 

Supaya penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai 

dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu adanya 

pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang 

lokasi penelitian, lokasi penelitian didaerah wilayah hukum Pengadilan 

Agama Bantul, sedang objeknya berkenaan dengan problematika pasal 7 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, 

maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi di tahun 2015? 

2. Bagaimana pandangan para hakim tentang tolak ukur dalam 

pemberian dispensasi nikah? 

3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

antara lain yaitu : 

1. Untuk mendiskripsikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam memberikan putusan dispensasi nikah. 

2. Untuk mendiskripsikan pandangan tolak ukur para hakim dalam 

memberikan putusan dispensasi nikah. 

3. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum positif terhadap dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah. 

Kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat dalam wilayah Pengadilan Agama Bantul mengenai 

batas usia yang jelas untuk melangsungkan pernikahan. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Bantul. Sehingga  penelitian ini 

menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Bantul. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian dalam bentuk skripsi sejauh pengetahuan penyusun yang 

membahas tentang masalah dispensasi nikah cukup banyak. Akan tetapi 

kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya 

berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu 
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dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya 

penelitian tersebut. 

Seperti skripsi karya Tala‟at Ikhsan Nuur Huda dengan judul 

“Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan 

Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor:0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.Pengadilan 

Agama Wates)”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa yang 

menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi 

nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt, dan bagaimana tinjauan hukum Islam 

dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara 

dispensasi nikah tersebut.
7
 

Kemudian Skripsi karya Ja‟far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah 

di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari 

Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-

1998)”. Penelitian ini  menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari 

segi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam.
8
 

Skripsi karya Punung Arwan Santoso yang berjudul “Dispensasi 

Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 

1998-1999”. Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di Kabupaten 

Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata 

                                                           
7
 Tala‟at Ikhsan Nuur Huda, “Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Putusan Penolakan 

Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor:0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.Pengadilan Agama 

Wates)”, Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). 

 
8
 Ja‟far Arifin, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 

1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-

1998)”,  Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 
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adalah hamil di luar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah 

mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan 

adalah adanya konflik dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi dengan 

berakhirnya pernikahan dengan perceraian.
9
 

Skripsi karya Halimatus Sa‟diyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes 

Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, menyatakan bahwa menurut 

hukum Islam, praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena 

dalam hukum Islam tidak secara tegas dilarang, juga karena alasan utama 

pernikahan di bawah umur adalah faktor tradisi, menutup aib keluarga dan 

adanya tindakan aparat.
10

 

Skripsi karya Muslihati Anik Listiarin  dengan judul “Penetapan 

Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan 

Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 

pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh 

Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon 

yang mayoritas adalah telah hamil di luar nikah. Skripsi tersebut membahas 

pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Bantul 

                                                           
9
 Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di 

kabupaten Sleman tahun 1998-1999” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2001). 

 
10

 Halimatus Sa‟diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia 

Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995” Skripsi tidak ditertbitkan, 

Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997). 
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tahun 2001-2004.
11

 

Selanjutnya skripsi karya Rahmat Purwanto dengan judul “Penetapan 

Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur”, 

Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan Pengadilan Agama Bantul 

dalam menetapkan dispensasi nikah dikarenakan telah terpenuhinya syarat-

syarat nikah sebagaimana ditentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974, 

dispensasi nikah bagi yang belum memenuhi syarat umum menurut ketentuan 

Undang-Undang tidaklah bertentangan dengan hukum islam. Karena dalam 

hukum islam tidak ada keterangan yang jelas tentang berapa usia minimal 

utnuk menikah.
12

 

Skripsi karya Ade Firman Fathoni dengan judul “Pertimbangan Hakim 

dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di 

Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002)”. Disebutkan bahwa yang 

menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi nikah 

adalah karena pemohon telah memiliki hubungan yang erat antara laki-laki 

dan perempuan sehingga dikhawatirkan menimbulkan zina. Yang menjadi 

landasan utama pertimbangan hakim adalah maslahah, walaupun ada yang 

tidak berkesinambungan dengan maslahah.
13

 

                                                           
11

 Muslihati Anik Listiarin, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap 

Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas 

Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). 
 
12

 Rahmat Purwanto, “Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah 

Dibawah Umur” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). 

 
13

 Ade Firman Fathoni, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan 

di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002)” Skripsi tidak ditertbitkan, 

Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). 
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Skripsi karya Zakky Mahbub yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam 

Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003”. 

Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan faktor dominan yang menjadi 

faktor penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah lama 

dilakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan 

Agama dengan pertimbangan kedua mempelai dirasa sudah siap untuk 

melakukan perkawinan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar 

norma dan agama. Akibat yang paling buruk dengan adanya perkawinan 

dalam usia muda adalah perceraian mengingat besar kemungkinannya akan 

terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab dan tidak adanya 

keharmonisan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak sesuai 

dengan yang diharapkan.
14

 

Skripsi karya M.Hadi Siswanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta 

Tahun 2006-2009”. Hasilnya, diketahui majelis hakim dalam memutuskan 

permohonan dispensasi nikah berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan 

bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan 

pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta di lapangan 

menunjukkan bertambah banyaknya permohonan dispensasi nikah.
15

 

                                                           
 
14

 Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan 

Agama Tuban Tahun 2001-2003” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2004). 
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Sementara untuk penelitian yang menitik beratkan pada sudah tepatkah 

pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam 

memberikan keselarasan penetapan hukum mengenai dispensasi nikah dilihat 

dari alasan atau dasar dari para majelis hakim dalam menetapkan dispensasi 

nikah dan pandangan para hakim tentang tolak ukur dalam pemberian 

dispensasi nikah, serta bagaimana tinjauan hukum positif dalam memberikan 

dispensasi nikah belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, penyusun merasa 

perlu untuk melakukan penelitian tersebut, karena belum ada yang meneliti. 

Objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Bantul dan tahun 

penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan 

spesifikasi penelitian tahun 2015. 

 

E. Kerangka Teori  

Definisi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dispensasi nikah memiliki arti keringanan atas sesuatu (batasan umur) 

di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

                                                                                                                                                               
15

 M.Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di 

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). 
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bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
16

 

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan  semata,  akan  tetapi  mempunyai  nilai  ibadah,
17

 dan 

mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, seperti untuk menghalalkan 

hasrat pasangan baik yang bersifat fisikal atau spiritual.  Firman Allah SWT 

dalam AlQur‟an yang berbunyi:  

و هي ءايته أى خلق لكن هي أًفعكن أشواجا لتعكٌىا إليها وجعل بيٌكن هىدّة وزحوت إىّ في 

ذلك لأياث لقىم يتفكّسوى
18

 

 

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk melangsungkan 

perkawinan sebagai sarana untuk menjaga diri. Rasulullah SAW bersabda: 

 وأحصي للفسج للبصس ًه أغضّ إف هٌكن الباءة فليتصوج هي اظتطاع الشباب هعشسيا 

. ه له وجاءًّ إيعتطع فعليه بالصىم ف وهي لن
19

 

 

Hadis di atas menganjurkan kepada seluruh pemuda-pemudi yang telah 

memiliki kemampuan baik materi maupun non-materi maka hendaklah dia 

melangsungkan perkawinan. Karena perkawinan itu dapat menundukkan 

pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Selain itu, dari hadis di atas 

                                                           
16

  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 

hlm. 47 

17
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 

hlm.69. 

 
18

 Ar-Rūm (30): 21. 

19
  Al-Imām Al-Hāfiż Abi „Abdillah Muhammad Ibn Ismā‟īl al- Bukhārī, Ṣaḥīh al-

Bukharī, Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 117, “Kitāb an-Nikāḥ”. Hadis ṣaḥīḥ yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhārī. 
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menganjurkan bagi yang belum mempunyai kemampuan maka hendaklah dia 

berpuasa karena dengan puasa tersebut dapat menjadi tameng mereka dari 

hawa nafsu. Adanya syarat memiliki kemampuan disini menandakan bahwa 

Islam menganjurkan seseorang melangsungkan perkawinan dalam keadaan 

yang terencana bukan hanya karena untuk melampiaskan hawa nafsu semata 

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan 

pencapaian esensi dari suatu perkawinan, negara Indonesia dalam Undang-

undang Perkawinan Nomor  1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat  

yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah 

ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: ”Perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
20

 Dan dalam ayat 

selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 

(1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita. 

Batas umur di Indonsia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering 

tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang 

melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan 

bunyi ”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
21

 

                                                           
20

 Undang Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 

Cet. I, 2007), hlm. 5. 
21

 Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010), hlm.118. 
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Dalam Pelaksanaannya hakim dalam menetapkan suatu hukum yang 

berkaitan dengan dipensasi nikah terkait dengan kriterianya lebih banyak 

menggunakan teori rechts vinding (penemuan hukum). Teori rechts vinding 

itu sendiri adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum 

lainnya yang di tugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada 

peristiwa hukum konkret.
22

 Artinya,  hakim harus menemukan hukum baru 

ketika suatu aturan itu tidak jelas, atau mungkin tidak ada. 

Kemudian tentang hakim dalam menetapkan suatu permohonan perlu 

mempertimbangkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan kehakiman pasal 5 poin 1 yang berbunyi: 

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Undang-undang tentang kekuasaan hakim tersebut diatas, menjelaskan 

Bahwasanya dalam Undang-Undang tersebut majelis hakim dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki wewenang kemandirian sehingga 

bisa memutus atau mengabulkan suatu perkara atau permohonan sesuai 

dengan rasa keadilan yang diyakini oleh majelis hakim, dan selama tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pada 

kenyataannya, praktek yang terjadi di lapangan mengatakan bahwa apa yang 

telah dilakukan para hakim telah sesuai dengan peraturan tersebut. 

                                                           
22

  Firman Muin dan Herman, “RechtsVinding Oleh Hakim”, Jurnal Humanis, Volume 

XIII Nomor I, Januari 2012, hlm.1. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.
23

 

Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian 

yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna 

memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini 

penyusun merujuk pandangan para hakim Peradilan Agama Bantul mengenai 

pertimbangan pemberian dispensasi nikah. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitik, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar 

mengenai suatu objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji 

kebenaran dari suatu pendapat.
24

 Dalam hal ini data diambil dari penetapan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, khususnya pada pertimbangan 

hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Bantul. 

3. Pendekatan Penelitian 

a.  Pendekatan Normatif 

                                                           
23

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 

 
24

 M. Suparmoko, Metode penelitian praktis, cet. ke-4, (Yogyakarta : BPFE-

YOGYAKARTA, 2009), hlm. 67. 
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Pendekatan normatif yaitu studi islam yang menggunakan masalah 

dari sudut legal-formal adalah hubungannya dengan halam haram, 

boleh atau tidak dan sejenisnya. Secara normatif adalah seluruh ajaran 

yang terkandung dalam nash.
25

 

b.  Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui dasar hukum 

pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi 

pasangan calon pengantin usia dini menurut peraturan perundanga-

undangan yang berlaku. 

4. Jenis Data 

Jenis data dalam skripsi ini merupakan data wawancara. Data 

wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya-jawab antara peneliti 

dan responden.
26

 Data yang diperoleh dari tanya jawab dalam penelitian ini 

adalah pandangan para hakim mengenai penetapan dispensasi nikah. 

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara (Interview) 

                                                           
25

 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 197. 

 
26

 Http://azharnasi.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1. 

Akses pada tanggal 30 Mei 2016.  

http://azharnasi.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1
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Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data atau 

informasi dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara 

sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.
27

 Penyusun 

menggunakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti kepada responden lebih bersifat terbuka. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan 

(pedoman wawancara) yang terperinci, namun bersifat terbuka yang 

dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan 

pertanyaan yang telah dibuat. Adapun responden yang diwawancarai 

dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan 

berupa dokumen.
28

 Dalam hal ini yaitu penetapan Hakim Pengadilan 

Agama Bantul mengenai dispensasi nikah, data resmi, data arsip, dan 

juga catatan-catatan yang menyangkut objek peneltian di lapangan. 

 

6. Analisis Data 

                                                           
 
27

 Arif Subyantoro, FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta: 

Andi, 2006), hlm. 97. 
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 202. 
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Penyusun menganalisis data secara kualitatif, yakni suatu metode 

dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang 

kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.
29

  

Analisis data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus 

atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi 

yang memiliki sifat umum.
30

 Dalam penelitian ini adalah 

pandangan Hakim pengadilan Bantul dalam menetapkan 

dispensasi nikah kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. 

b. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada 

pengetahuan umum itu hendak menilai suatu kejadian yang 

khusus.
31

 Dalam penelitian ini merupakan teori maslahah  

mursalah yang bersifat umum terhadap pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Bantul mengenai penetapan dispensasi 

nikah guna di tarik pada kesimpulan yang khusus. 

 

 

 

                                                           
29

 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: 

Mandar Maju, 1995), hlm. 99. 

 
30

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 42. 

 
31

 Ibid. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan membagi pembahasan 

menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut. 

Bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya 

penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai dispensasi nikah. 

Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang batas 

usia nikah, dari pengertian dan juga dasar hukumnya, baik dari segi perspektif 

hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini memuat pula 

pembahasan mengenai pengertian dasar hukum dispensasi nikah , serta 

prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Bantul. 

Bab ketiga, menguraikan mengenai ijtihad hakim dalam memberikan 

ketetapan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Bantul serta 

pendapat hakim mengenai tolak ukur pemberian dispensasi nikah. Pada bab 

ini terdapat dua sub bab antara lain sub bab tentang gambaran umum 

Pengadilan Agama Bantul dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Bantul. 

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis mengenai ijtihad hakim 

dalam menetapkan dispensasi nikah serta analisis mengenai pandangan hakim 

terhadap tolak ukur pemberian dispensasi nikah. 
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Bab kelima, sebagai bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan 

yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang hukum keluarga Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang 

berjudul “Problematika Pasal 7 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 

2015)” maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan : 

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Bantul sepakat ketika seseorang yang hendak 

menikah dan mampu untuk melaksanakan pernikahan namun usia nya belum 

mencapai kriteria batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 maka pengajuan dispensasi nikah adalah solusinya. Pasal 7 ayat (2) tidak 

menyebutkan poin-poin kriteria khusus untuk permohonan dispensasi nikah  

meskipun demikian, pasal ini tetap menjadi dasar hukum yang digunakan oleh 

para hakim, karena dispensasi nikah termasuk dalam lingkup kemaslahatan. Pada 

dasarnya, dispensasi nikah tidak perlu kriteria khusus seperti banyak kasus yang 

dijumpai yaitu hamil di luar nikah, menurut para hakim dalam keadaan calon 

mempelai perempuan yang berusia di bawah 16 tahun yang tidak hamil pun boleh 

mengajukan permohonan dispensasi nikah karena kriteria pengajuan dispensasi 

nikah ialah belum mencapai usia yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1). 

2. Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah 

ialah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terkait dengan kriteria 
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khusus yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan dispensasi 

Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun Majelis hakim berharap 

nantinya ada perubahan pada butir-butir pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan khususnya dalam hal dispensasi nikah supaya memudahkan 

wewenang hakim dalam menetapkan perkara tersebut. 

3.  Hakim dalam memberikan putusan mengenai permohonan dispensasi nikah 

berlandaskan atas apa yang telah tercantum dalam perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Selain itu para hakim juga melihat kondisi dari pemohon. 

Dengan kata lain, para hakim sangat memperhatikan aspek kemashlahatan dan ke 

madharatan bagi si pemohon. Hal ini sejalan dengan metode ijtihad dalam islam. 

Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat tiga tahap dalam penalaran hukum yakni bayani, 

ta’lily, dan istishlahy. Majelis hakim menggunakan penalaran istishlahy, karena 

sejauh ini tidak ada ayat maupun hadis yang secara langsung mengatur tentang 

dispensasi nikah. 
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B. Saran-saran 

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan 

saran-saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penyusun antara lain : 

1. Untuk Masyarakat 

Hendaknya bagi masyarakat khususnya kalangan orang tua harusnya lebih 

memberikan asupan pendidikan keagamaan yang baik kepada anak, sehingga anak 

tidak mendekati atau bahkan menyimpang larangan dari ketentuan syari’at islam dan 

membentengi diri dari pergaulan bebas, supaya kedepan perkawinan dini dapat 

dihindari dan semakin terminimalisir. Komunikasi antara orang tua dan anak menjadi 

kunci penting dalam pembentukan mental dan karakter anak oleh karena itu perlu 

adanya komunikasi yg baik antar keduanya. 

2. Bagi Pemerintah 

Perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat 

jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tingginya angka pernikahan di bawah umur 

di kalangan masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat seharusnya menjadi 

perhatian untuk pemerintah agar sesegera mungkin membuat strategi bagaimana 

menekan angka pernikahan di bawah umur. 
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NO FN Hlm TERJEMAHAN 

BAB I 

1 1 2 Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya 

Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

2 16 12 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

BAB II 

3 14 31 Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 

cerdas (pandai) memelihara harta maka serahkanlah kepada 

mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta 

anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) 

tergesa-tergesa (membelanjakannya) sebelum mereka 

dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, 

maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak 

yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia 

makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu 

menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. 

Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 

BAB III 

4 6 63 Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang 

buruk. 

5 15 67 Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil 

kemaslahatan. 

6 16 67 
Setiap kemudharatan harus dihilangkan 

BAB IV 

7 2 69 Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang 

buruk. 



 8 3 70 Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian telah 

mampu menikah maka menikahlah karena hal itu (nikah) 

dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan.  

Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia 

berpuasa karena hal itu dapat menjadi tameng (pelindung) 

baginya. 

   
 

9 4 70 Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil 

kemaslahatan. 



Pedoman Wawancara Untuk Majelis Hakim 

 

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah? 

 

2. Berapa banyak perkara penetapan dispensasi di tahun 2015 ? 

 

3. Apakah kriteria khusus / tolak ukur yang menjadi landasan Majelis hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah ? 

 

4. Apakah majelis hakim menggunakan kaidah fikih dalam memberikan penetapan 

tersebut? 

 

5. Langkah-langkah / Metode ( Al-Qur’an,Hadist,Qiyas,Ijma’) apa yang digunakan 

dalam mengambil keputusan khususnya dispensasi nikah ? 

 

6. Aspek apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi ? 

 

7. Bagaimana apabila nantinya ada ketentuan tolak ukur yang disepakati oleh 

undang-undang dalam menetapkan dispensasi ? 
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